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BUPATIKOLAKA
PROVINSISULAWESITENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI KOLAKA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menyusun
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan dilampiri
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah Tahun Anggaran berakhir:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka
Tahun Anggaran 2020:

.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6373);



11.

18.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
402);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD,

serta jumiah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan
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18.

19.
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31,

a2,
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 359, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
dan Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 103);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015
tentang pembentukan produk Hukum daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
dan
BUPATIKOLAKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN
ANGGARAN 2020.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kolaka

2. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka

3. Pendapatan adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai Penambah Nilai Kekayaan Bersih

4. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai Pengurang Nilai Kekayaan Bersih.

5. Pembiayaan adalah Semua Penerimaan yang Perlu dibayar
kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada

Tahun-tahun Anggaran berikutnya.

BAB II
LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2
(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan
Keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;



[op

. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

a0

Laporan Operasional,

o

Laporan Arus Kas;

-y

Laporan Perubahan Ekuitas dan;

g Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ilkhtisar Laporan
Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan
Daerah

Pasal 3
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut;

a. Pendapatan Rp. 1.217.655.405.935,69
b. Belanja Rp._ 1.245.348.396.132,00
Surplus/Defisit Rp 27.692.990.196,31

¢. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 44.751.216.305,37
- Pengeluaran Rp. 3.568.565.800,00
Surplus Rp. 13.489.660.309,06

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) hurufa sebagai berikut:
a. Selistih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah
(Rp.103.034.179.049,31)dengan rincian sebagai berikut :
1). Anggaran Pendapatan-
setelah Perubahan Rp. 1.320.689.584.985,00
2). Realisasi Rp_ 1.217.655.405.935,69
Selisih Kurang (Rp 103.034.179.049,31)

b. Selisth Anggaran dengan Realisasi Belanja sebesar
(Rp.117.309.351.835,37) dengan rincian sebagai berikut :
1). Anggaran setelah Perubahan Rp. 1.362.657.747.967,37
2). Realisasi Rp.1.245.348.396.132,00
Selisih Kurang (Rp.117.309.351.835,37)




Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / Defisit sebesar
Rp.14.275.172.786,06 dengan rincian sebagai berikut:
1). Surplus setelah Perubahan (Rp 41.968.162.982,37)
2). Realisasi Defisit Tahun-
Berjalan (Rp. 27.692.990.196,31 }
Selisih Lebih Rp. 14.275.172.786,06

Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
sebesar (Rp.785.512.477,00) dengan rincian sebagai berikut:

1). Anggaran Penerimaan Pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 45.536.728.782,37
2). Realisasi Rp. 44.751.216.305,37
Selisih lebih Rp. (785.512.477,00)

Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1). Anggaran Pengeluaran Pembiayaan-

setelah Perubahan Rp. 3.568.565.800,00
2). Realisasi Rp. 3.568.565.800,00
Selisih Rp. 0.00

Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sebesar
(Rp.785.512.477,00) dengan rincian sebagai berikut:
1). Anggaran Pembiayaan Netto-
setelah Perubahan Rp 41.968.162.982,37
2). Realisasi Rp 41.182.650.505,37
Selisih Rp (785.512.477,00)

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1} huruf b Tahun Anggaran 2020

sebagai berikut;

a.
b.

Saldo Anggaran Lebih Awai Rp. 45.536.728.782,37

Penggunaan SAL sebagai

Penerimaan Pembiayaan

Tahun Berjalan Rp. 44.751.216.305,37
Subtotal ‘Rp  1785.512.477,00




c. Sisa lebih/Kurang Pembiayaan

Anggaran ( SiLPA/SiIKPA) Rp. 13.489.660.309,06
Subtotal ‘Rp. 4.275.172.786,06
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya Rp (785.512.477,00)

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 3.489.660.309,06

Pasal 6
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c
Per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp. 2.302.039.218.297,38

b. Jumlah Kewajiban Rp. 21.380.636.743,48

c¢. Jumlah Ekuitas Rp. 2.280.658.581.553,90
Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) hurufd Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut ;

a. Pendapatan LO Rp. 1.096.632.512.953,77
b. Beban Rp.1.004.379.800.831 .17
Surplus Rp. 92.252.712.122,60
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- Surplus Rp. 0,00
- Defisit Rp. 0,00
Defisit Rp 0,00
d. Pos Luar Biasa
- Pendapatan Luar Biasa Rp. 0,00
- Beban Luar Biasa Rp 16.919.207.464,00
Defisit {(Rp 16.919.207.464,00)
e. Surplus Rp. 75.333.504.658,60
Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2020 sebagai berikut :

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp. 267.421.684.983,69



Arus Kas dari Aktivitas Investasi-
Aset Non Keuangan (Rp. (298.683.240.980,00)

Arus Kas dari Aktivitas-

Pembiayaan Rp. 0,00

Arus Kas dan Aktivitas Transitoris

/Non Anggaran (Rp 785.512.477,00)

Saldo Awal Kas di BUD dan

Bendahara Rp. 45.536.728.782,37

Saldo Akhir Kas di BUD dan

Bendahara Rp. 13.489.660.309,06

Saldo Akhir Kas di Kas Daerah Rp. 9.128.176.241,23

Saldo Akhir Kas di Bendahara-

BLUD Rp. 3.511.180.104,83

Saldo Akhir Kas di Bendahara-

Penerimaan Rp. 10.508.000,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara-

Pengeluaran Rp. 0,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara-

Kapitast JKN dan BOS Rp. 839.795.963,00

Saldo Akhir Kas Rp. 13.489.660.309,06
Pasal 9

Laporan Perubahan FEkuitas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai

dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a.
b.

€,

Ekuitas Awal Rp. 2.146.275.360.264,72

Surplus/Defisit L-O Rp. 75.333.504.658,60
Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan/Kesalahan Mendasar (Rp 59.049.716.630,58)
Ekuitas Akhir Rp. 2.280.658.581.553,90

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat

informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos Laporan

Keuangan.



Pertanggungjawaban
dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)

Pasal 11

Pelaksanaan APBD sebagaimana

tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini terdiri dari :

a.

=]

a o

-

Lampiran |

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran [.3

Lampiran 1.4

Lampiran I
Lampiran III

. Lampiran IV

Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII

. Lampiran VII

Lampiran IX

Lampiran X

. Lampiran XI

Lampiran XII

m.Lampiran Xill

n.

Lampiran XIV

: Laporan Realisasi Anggaran

‘Ringkasan lLaporan Realisasi Anggaran
menurut urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi ;

: Rincian Laporan Realisasi Anggaran

menurut urusan Pemerintahan Daerabh,

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan ;

: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah menurut urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi Program dan
Kegiatan; dan

: Rekapitulasi

Daerah

Realisasi Anggaran Belanja
dan

Pemerintahan

untuk  keselarasan
keterpaduan

Daerah dan

urusan
fungsi dalam kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;
: Laporan Perubahan Saldo anggaran lebih;
: Laporan Operasional;
: Laporan Perubahan Ekuitas;
: Neraca;
: Laporan Arus Kas;
: Catatan atas Laporan Keuangan; dan
: Daftar Rekapitulasi piutang daerah;
: Daftar Rekapitulasi Penyisihan piutang
tidak tertagih;
: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
penyisihan dana bergulir;
: Daftar  Penyertaan  Modal
daerah:
: Daftar Rekapitulasi realisasi penambahan
dan pengurangan aset tetap daerah:
: Daftar Rekapitulasi Aset tetap;

: Daftar Rekapitulasi

(investasi)

Konstruksi dalam

pekerjaan:



o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya,;

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan daerah;

g Lampiran XVII  : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan  kembali dalam  tahun
anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik daerah/Perusahaan daerah,;

Pasal 12

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 2 Ayat ( 2) terdiri dari :

a. Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan
Daerah ini

b. Ikhitisar Laporan Keuangan Badan Usaha  Milik
Daerah/Perussahaan Daerah tercantum Dalam Lampiran VI

Peraturan Daerah ini

Pasal 13

Bupati Kolaka menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai
rincian lebih lanjut dart peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.




BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal3tAgustt {s 202)/

ﬂ(/BUPA OLAKA»/\

Diundangkan di Kolaka
pada tanggaldl Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH

WKABUtK'JI‘EN K

\..>—POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA: 1/91/2021



